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Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi 

sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan 
perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan 
perikana. Pelaku usaha perikanan yang melakukan penangapan ikan 
menggunakan jaring trawl dapat dimintakan pertanggungjawaban 
pidana.rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengaturan hukum penangkapan ikan menggunakan jaring trawl tanpa 
izin berusaha, bagaimana pertanggungjawaban pelaku  penangkapan ikan 
dengan menggunakan jaring trawl tanpa izin berusaha pada putusan 
Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn, bagaimana pertimbangan hukum 
hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-
PRK/2024/PN Mdn. 
 
Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis 
secara kualitatif. 
 
Pengaturan hukum penangkapan ikan menggunakan jaring trawl tanpa 
izin berusaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan dan secara khusus diatur dalam Keppres No.39 Tahun 
1980 tentang Penghapusan Alat Tangkap Trawl di Seluruh Perairan 
Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku 
Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan serta Peraturan Menteri 
Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 
Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu 
Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia. Pertanggungjawaban pelaku penangkapan ikan dengan 
menggunakan jaring trawl tanpa izin berusaha pada putusan Nomor 
1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn adalah semua unsur dari pasal yang 
didakwakan telah terpenuhi. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan 
Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn adalah 
terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menangkap ikan yang 
merupakan bagian dari kegiatan usaha perikanan tangkap tanpa 
dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dari pemerintah 
Indonesia.  . 
 
Perbuatannya menggunakan jaring trawl tanpa izin berusaha melanggar 
Pasal 93 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1)  dan Pasal 85 juncto Pasal 9 
ayat (1) UU Perikanan. Dari kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-
PRK/2024/PN Mdn bahwa penangkapan ikan yang dilakukan dan telah 
melanggar ketentuan dalam prosedur penangkapan ikan yaitu tidak 
mempunyai SIPI serta cara penangkapan ikan yang telah melanggar 
peraturan perundang-undangan yaitu dengan menggunakan alat tangkap 
yang dilarang berupa jaring trawls. Hukuman pidana penjara dan pidana 
denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk dapat 
menimbulkan efek jera bagi terdakwa, maka disarankan agar pemerintah 
sering melakukan sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat guna 
mencegah nelayan melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan 
menggunakan jaring trawl 
 


